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ABSTRAK

Nama : Pitriana Sipahutar

Nim : 1810300022

Judul Skripsi : Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19
Tahun 2013 Tentang Pembagian Bibit Unggul di Desa Marsada
Kecamatan Sipirok Ditinjau dari Figih Siyasah.

Tahun : 2022

Penelitian ini membahasa tentang pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19
Tahun 2013 Tentang peranan Dinas Pertanian Dalam Pembagian Bibit Unggul di
Desa Marsada Kecamatan Sipirok. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembagian
bibit unggul berupa tanaman padi, kopi dan kacang kedelai yang dlakukan oleh
Petugas Pertanian Lapangan di Desa Marsada Pada Tahun 2021. Pelaksanaan
peraturan ini perlu dilakuan untuk menunjang kesejahteraan petani sesuai dengan
cita-cita bangsa yaitu memberikan kesetaraan dan kesejahteraan warga Negara
Indonesia tanpa terkecuali.

Penelitan ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian hukum
normatif-empiris (applied law research) yaitu penelitian hukum mengenai
implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau
kontrak) secara in action. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan
cara wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan
peraturan Pasal 19 Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Peran Dinas Peran
Dinas Pertanian dalam Pembagian Bibit Unggul.

Hasil penelitian peneliti bahwa pelaksanaan Peran Dinas Pertanian dalam
pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 belum terlaksana secara maksimal, dapat dilihat
dari beberapa masyarakat kelompok tani yang tidak menerima dan tidak
membudidaya bibit yang diberikan oleh Pemerintah Dinas Pertanian tersebut.
Faktor yang mempengaruhi berjalannya program kerja Dinas Pertanian
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah faktor Pengetahuan,
Faktor Pendidikan, dan Faktor luas Lahan Pertanian Tinjauan Figih Siyasah
tentang peran Dinas Pertanian terhadap Kelompok Tani terkait pembagian bibit
unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok belum terlaksana secara maksimal.
Disebabkan karena kebijakan seorang imam (pemimpin) Pemerintah Dinas
Pertanian belum berdasarkan kemashlahatan. Disebabkan hak-hak rakyat,
kehormatan dan tujuan untuk menjamin kehidupan kelompok tani tersebut belum
mendatangkan kemaslahatan, setengah dari kelompok tani merasa bahwa haknya
belum terpenuhi.

Kata kunci: Implementasi, bibit unggul
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab

dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Nama Huruf
Huruf Latin Nama
Arab Latin
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha h ha(dengan titik di bawah)
z Kha Kh kadan ha
2 Dal D De
3 zal Z zet (dengan titik di atas)
D Ra R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye




o= sad S S (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
L za z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain Koma terbalik di atas

a Gain G Ge

d Fa F Ef

S Qaf Q Ki

& Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

8 Nun N En

s Wau W We

° Ha H Ha

e Hamzah Apostrof

¢ Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

—_ fathah A A

Vi



Kasrah

dommah

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya

berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa

gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan
Nama Gabungan Nama
Huruf
..... & fathah dan ya Ai adani
R fathah dan wau Au adanu

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf Tanda
s.....) fathah dan alif atau ya a a dan garis atas
i dan garis di
G Kasrah dan ya i
bawah
... dommah dan wau u u dan garis di atas

Vi




3. Ta Marbutah
Transliterasiuntuk Ta Marbutah ada dua.
a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat
fathah, kasrah dan dommabh, transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat
sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu:

J'. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang

diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

viii



yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti hurufgamariah adalah kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang
digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.
7. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan
dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.
8. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka



yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut,
bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu

keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin.
Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur

Pendidikan Agama
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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Secara etimologi kata hukum yaitu Law (Inggris), Recht (Belanda dan
Jerman), Droit (Perancis).Secara istilah hukum yaitu kaidah atau seperangkat
aturan yang di dalamnya mengandung hak dan kewajiban yang sifatnya
memaksa.Dalam hal ini salah contoh hukum yang menjadi aspek kepentingan
dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah Dinas Pertanian dalam
melakukan penyuluhan dan pemberdayaan terhadap petani dalam
meningkatkan sumberdaya perekonomian masyarakat.

Maka dari itu untuk mencapai tujuan bangsa Indonesiatersebut sesuai
dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (2) dan (3) yaitu:

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai

dengan martabat kemanusiaan (2).Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan

umum yang layak (3).*

Dari Undang-undang tersebut jelas menyatakan bahwa Negara
bertanggungjawab atas jaminan sosial dan kesejahteraan rakyat, dan dalam
menyediakan fasilitas pelayanan umum untuk menjamin kelayakan hidup
warga Negara Indonesia.Oleh karena itu Pemerintah Daerah Dinas Pertanian

Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah salah satu perpanjangan tangan

dari pemerintahan Negara Indonesia dalam memfasilitasi dan memberikan

1 UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 dan 2.



bantuan dan pelayanan terhadap masyarakat terutama terhadap warga Negara
Indonesia yang berprofesi sebagai petani.

Peran Dinas Pertanian sangat besar untuk mendukung sektor pertanian
yang lebih baik terutama dalam pedesaan.Penyuluhan atau disebut juga
dengan pencerahan adalah salah satu peran serta Dinas Pertanian terhadap
petani agar petani mendapatkan pencerahan bagaimana cara bertani yang
handal dan menjadi petani yang sukses.

Pelayanan yang diberikan Dinas Pertanian sangat dipengaruhi adanya
pegawai-pegawai Dinas Pertanian dan Sumber Daya Manusia.Pada sektor
pertanian pengelolaan yang dilakukan di Dusun Huraba Desa Marsada
Kecamatan Sipirok adalah salah satu upaya yang diarahkan agar dari sektor
pertanian ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dalam memenuhi
kebutuhan hidup. Dengan adanya peran dan dukungan yang baik dari Dinas
Pertanian, masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bertani akan
mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan makmur.

Dinas pertanian memiliki peran yang sangat besar dalam
mengembangkan penghasilan petani. Berikut adalah peran Dinas Pertanian
dalam meningkatkan bidang usaha pertanian di Tanah Air:

1. Pemberian penyuluhan
2. Bantuan bibit dan pupuk

3. Pengendalian harga



4. Penelitian.?

Dari beberapa usaha yang dilakukan tersebut, maka diharapkan sektor
pertanian mampu berperan dalam: menyumbangkan hasil pertanian,
memberikan pangsa pasar dari hasil pertanian, menyumbangkan hasil
pertanian atau lainnya dan menyumbangkan devisa yang semakin besar. Dari
adanya peran dan atau pengharapan tersebut terhadap sektor pertanian yang
lebih baik begitu juga dengan adanya otonomi daerah yang mengatur tentang
kesejahteraan rakyat melalui peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan mutu
dari hasil pertanian maka masyarakat yang termasuk kedalamnya sebagai
kelompok tani mengharapkan bantuan dari Dinas Pertanian dengan sukarela.

Dalam hal tersebut dimaksudkan bahwa terkait dalam Undang-undang
No. 19 Tahun 2013 dalam pasal 19 yang menjelaskan bahwa:

(1)Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

bertanggungjawab  menyediakan  sarana  produksi  pertanian

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat
waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.

(2)sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)paling sedikit meliputi: a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk,

pestisida, pakan dan obat hewan sesuai dengan standar mutu, dan b.

alat da3n mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik

lokasi.

Jelas bahwa dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah

terkait dinas pertanian bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan tani

*https://pertanian. den pasar kota.go.id/page/read/938, diakses tanggal 29 Juli 2021, pukul 14:
25 WIB.

3pasal 19.UU NO.19 Tahun 2013.



dengan secara kondisional. Namun pada kenyataannya hal yang perlu
diketahui dalam penelitian ini adalah pemaparan dalam hal terkait bantuan
semisal, bibit unggul dan mesin pertanian yang diberikan dinas pertanian pada
kelompok tani masih menitikberatkan beban terhadap petani dalam
pembiayaan bantuan yang diberikan tersebut.Sementara dijelaskan dalam
Undang-undangNo. 19 Tahun 2013 dalam Pasal 88 tentang Pembiayaan
petani yang menjelaskan bahwa:
Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga
Pembiayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melayani
petani dan/atau badan usaha milik petani memperoleh pembiayaan
Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jelas bahwa dalam hal ini pembiayaan petani dalam hal ini yang
bertanggungjawab adalah Lembaga pembiayaan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.*
Di Desa Marsada Kecamatan Sipirok bantuan yang diberikan dari
Dinas Pertanian masih membebankan pembiayaan terhadap kelompok tani
sehingga banyak dari anggota kelompok tani yang tidakmau menerima
bantuan tersebut karena tidak memenuhi administrasi persyaratan penerimaan
bantuan tersebut terkait pembiayaan, sehingga bantuan tersebut dibeli oleh
masyarakat yang mampu untuk melunasi pembiayaan administrasi tersebut.
Banyak bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian tetapi tidak

terealisasi dalam menjalankan budidaya bibit unggul tersebut.Misalnya

bantuan yang diberikan tidak ditanam oleh petani yang mendapatkan tersebut

“pasal 88.UU NO.19 Tahun 2013.



sehingga bibit itu mati karena tidak di budidaya, dan mesin yang diberikan
tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.Dalam hal ini bahwasanya Dinas
Pertanian memiliki peran dan tanggungjawab dalam hal bantuan yang
diberikan kepada kelompok tani. Dalam pasal 92 ayat (1), (2) dan (3) dalam
Undang-undangNo. 19 Tahun 2013 yang berisi:

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan

pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap Kkinerja

perencanaan dan pelaksaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

(3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya.

(4) dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan

masyarakat dalam pembantuan dan pelaporan dengan memberdayakan
potensi yang ada.’

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pengawasan perlindungan dan
pemberdayaan petani ini dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dan pihak yang terkait yang diberikan wewenang tanggungjawab
didalamnya.Maka mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan
pemberian bantuan tersebut seharusnya dipantau oleh pihak-pihak yang
bertanggungjawab yang terkait agar tujuan dan program tersebut terealisasi

sebagaimana mestinya. Di Desa Marsada Kecamatan Sipirok bantuan yang

diberikan merupakan bibit unggul,pestisida dan mesin penggiling kopi

®Pasal 88 UU No. 19 Tahun 2013.



misalnya: bibit kopi, bibit kacang kedelai, bibit padi, bibit aren, bibit jagung
dan lain-lain.

Banyak dari bibit-bibit yang diberikan tersebut seolah-olah hanya
sebagai formalitas dari penyelenggaraan dalam memenuhi syarat administrasi
dalam Dinas Pertanian saja.Banyak dari masyarakat desa Marsada yang
mengeluh dan mempermasalahkan bahwasanya seharusnya bibit unggul yang
diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat atau
juga secara kondisional.Agar bantuan bibit tersebut dapat dibudidaya dengan
baik sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan hal ini pemerintah ataupun Dinas Pertanian
memberikan bantuan terhadap masyarakat atau kelompok tani harus lah
dengan sifat yang sukarela ataupun tanpa paksaan seperti yang dijelaskan
dalam peraturan perundang-undangan No. 19 Tahun 2013 bahwa pembiayaan
pemberdayaan tani itu ditanggungjawabi oleh pemerintah. Dengan hal ini
seharusnya pemerintah dinas pertanian adalah perpanjangan tangan untuk
mensejahterakan masyarakat tanpa membebani ataupun tidak ada unsur

paksaan. Allah berfirman dalam surah al-Ghasyiyah: 21-22 yang berbunyi:



Artinya:  “Maka  berilah  peringatan, karena  sesungguhnya
engkau(Muhammad) hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang
yvang berkuasa atas mereka » 6

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi
Muhammad agar memberi peringatan dan petunjuk serta menyampaikan
agama-Nya kepada umat manusia, karena tugasnya tidak lain hanyalah
memberi peringatan dengan menyampaikan kabar gembira dan kabar yang
menakutkan.Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad tidak berkuasa untuk
menjadikan seseorang beriman.Akan tetapi Allah-lah yang berkuasa
menjadikan manusia beriman.Sementara itu barang siapa yang berpaling
dengan mengingkari  kebenaran petunjuk  Nabi-Nya,niscaya Allah
menghukumnya.’

Jelas dalam surah ini jika dikaitkan dengan UU No 19 Tahun 2013
tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam memberikan bantuan
bibit unggul untuk kesejahteraan petani menjelaskan bahwa tidak ada paksaan
bagi seseorang dalam menjalankan suatu apapun selain dari apa yang telah
diperintahkan ataupun apa yang telah dibentuk dalam dalam suatu kebijakan
atau peraturan perundang-undangan. Pemerintah ataupun yang berwenang

didalamnya hanyalah untuk menjalankan aturan bukan untuk memaksa para

®Surah al- Ghasiyyah 88: 21-22.
"https://kalam.sindonews.Com/surah/88/al-ghasyiyah/20, diakses tanggal, 3 Juni 2021, pukul
15: 00 WIB.
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petani untuk memenuhi program yang dibuat tanpa memperhatikan aturan dan
kebijakan yang telah dibuat untuk dijalankan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul
“Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun
2013 Tentang Bibit Unggul Di Desa Marsada Kecamatan Sipirok
Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka fokus permasalahan
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran serta Dinas
Pertanian atapun Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai Pasal 19 UU NO.19
Tahun 2013 dan Figih Siyasah dalam mengatur tentang pemberian bibit
unggul terhadap masayarakat yang terkait kelompok tani secara kondisional
tanpa beban pembiayaan.

C. Batasan Istilah
Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam
skripsi ini maka dibuat batasan istilah yaitu:
1. Perananadalah aspek dinamis dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai
dengan kedudukannya
2. Pelaksanaan adalah implementasi, penerapan, melaksanakan atau

menerapkan.



3. Bibit unggul adalah bibit yang memiliki sifat tahan terhadap serangan hama
(penyakit), cepat berbuah, banyak hasilnya, dan dapat digunakan secara
meluas.

4. Dinas pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintan Daerah di bidang
Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dan Ketahanan Pangan.

5. Pemberdayaan upaya untuk membangun upaya tersebut, dengan
mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran terhadap
potensi yang dimiliki.

6. Pembiyaan adalah dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan
barang, aset atau jasa tertentu.

7. KelompokTani adalah beberapa orang petani yang menghimpun diri dalam
suatu kelompok yang memiliki tujuan, motif dan minat yang sama.

8. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran Kkinerja dan
pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan
sesuai dengan kinerja yang ditentukan.®

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1.  Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 tentang peran

Dinas Pertanian dan pihak terkait dalam menjalankan program pertanian

®https://kbbi.kemendikbud.go.
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terkait pemberian bibit unggul kepada kelompok tani di Desa Marsada
Kecamatan Sipirok?

2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi berjalannya program kerja Dinas
Pertanian Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?

3. Bagaimana Tinjauan Figih Siyasah tentang peran Dinas Pertanian terhadap
Kelompok Tani terkait pembagian bibit unggul di Desa Marsada
Kecamatan Sipirok?

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1.  Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan program kerja Dinas Pertanian
kabupaten Tapanuli Selatan dalam pasal 19 UU NO. 19 Tahun 2013
tentang pemberian bibit unggul terhadap kelompok tani Desa Marsada
Kecamatan sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berjalannya
pelaksanaan budidaya bibit unggul yang diberikan Dinas Pertanian di Desa
Marsada Kecamatan Sipirok.

3. Untuk mengetahui tinjauan Figih Siyasah terhadap peran Dinas Pertanian
kepada Kelompok Tani di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten
Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:



2.

3.
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Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam
Negeri Padangsidimpuan Khususnya Fakultas Syariah dan llmu Hukum.

Diharapkan menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang integral maka penulis melakukan

penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1.

“Skripsi Agustin, Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja
Kelompok Tani Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa”. SKripsi ini
menyimpulkan bahwa Dinas Pertanian kabupaten Gowa, peran
Pemenrintah Daerah yang meliputi dinamisator belum berjalan secara
maksimal. Ada dua faktor penghambat kinerja kelompok tani yaitu faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya tenaga
penyuluh menjadi penghambat bagi berjalannya proses peningkatan kinerja
kelompok tani, karena lewat tenaga penyuluh memberikan pendidikan dan
pendampingan bagi petani. Kemudian faktor eksternal adalah rendahnya
partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan dan adanya kebiasaan
petani yang selalu memakai pupuk anorganik menjadi salah satu
penghambat proses peningkatan hasil kerja. Dan faktor pendukung utama
dalam penigkatan kinerja kelompok tani di Kecamatan Tinggimoncong

Kabupaten Gowa adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah
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daerah dan kelompok tani.® Adapun perbedaan penelitian ini dengan
penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti membahas tentang pelaksanaan
pemberian bibit unggul terhadap kelompok tani sedangkan penelitian
terdahulu membahas tentang pelaksaan peran Dinas Pertanmian dalam
meningkatkan kinerja kelompok tani. Dan lokasi penelitian ini di
Kecamatan Sipirok, sementara penelitian terdahulu di Kecamatan Tinggi
Moncong Kabupaten Gowa. Adapun persamaan penelitian diatas dengan
penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif
Deskriptif.

2. “Skripsi Tanti Yulianti, Peran Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian
Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Petani di Kelurahan Sei
Gohong di Kecamatan Bukit Batu”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui
peranan dinas ketahanan pangan dan pertanian kota palangkaraya dalam
pemberdayaan usaha tani di kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu,
kemudian untuk mengetahui permasalahan dan tantangan dalam
pengembangan usaha tani di kelurahan Sei Gohong di Kecamatan Bukit
Batu. Dan untuk mengetahui solusi petani di Kelurahan Sei Gohong
Kecamatan Bukit Batu dalam keberhasilan pertaniannya.’® Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian diatas

% Agustini, “Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Kelompok Tani Kecamatan
Tinggimoncong Kabupaten Gowa”, Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2016.

OTanti Yulianti, “Peran Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat Petani di Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu”, Skripsi Institut
Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.
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membahas tentang peran Dinas Pertanian dalam memningkatkan
penghasilan petani sedangkan penelitian ini membahas tentang kinerja
Pegawai Dinas Pertanian dan hukum yang mengatur tentang peran serta
Dinas Pertanian dan Kelompok tani dalam memberdayakan bibit unggul
yang diberikan pemerintah.

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan
penelitian Kualitatif Deskriptif dalam untuk menemukan data-data yang
diperlukan dalam penelitian.

Jurnal Dyah Puspita Ratna, Wuradji, Nur Djazifah ER, Pemberdayaan
Petani Melalui Gabungan Kelompok Tani Jurnal ini bertujuan untuk
mendeskripsikan bagaimana mekanisme Kkerja gapoktan dalam
meningkatkan  pengetahuan  anggotanya, mengetahui  bagaimana
mekanisme kerja gapoktan dalam merubah pola pikir petani, bagaimana
mekanisme kerja gapoktan sebagai mediator dalam memenuhi kebutuhan
modal untuk usaha pertanian anggotanya dan bagaimanausahagapoktan
dalam mengkoordinasi hasil pertanian untuk mendapatkan nilai jual yang
lebih tinggi.'*Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah
bahwa penelitian tersebut meneliti tentang pemberdayaan kelompok tani
melalui penggabungan kelompok tani untuk meningkatkan kualitas cara

kerja kelompok tani sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana

Yjurnal, Dyah Puspita Ratna, wuradji, Nur Djazifah ER, Pemberdayaan Petani Melalui
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), DP Ratna- Diklus Edisi Nomor 02, September 2012- Jurnal .

uny. ac. id.
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hukum atau peraturan perundang-undangan dalam mengatur pemberdayaan
bibit unggul yang diberikan pemerintah daerah kepada kelompok tani
untuk mensejahterakan masyarakat.

H. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah memahami pembahasan materi dalam penelitian dari
keseluruhan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai
berikut:

Bab | Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah,
Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,
Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab Il Landasan Teori yang terdiri dari pengertian Pelaksanaan, Pemberdayaan
dan Dinas Pertanian Dalam UU No. 19 Tahun 2013, Budidaya Bibit Unggul,
kemudian Politik dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Peningkatan Kedaulatan
Pangan, DAN Peran Dinas Pertanian Ditinjau dari Figih Siyasah.

Bab 111 Metodologi Penelitian yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian,
Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pnegumpulan Data, Teknik
Analisis Data, Teknik Pengolahan Data, dan Teknik Uji Keabsahan Data.

Bab 1V Hasil Penelitian meliputi Temuan Umum Hasil Penelitian dan Temuan
Khusus Hasil Penelitian Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 UU
No. 19 Tahun 2013 Tentang Bibit Unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok
Ditinjau Dari Figih Siyasah.

Bab VYaitu Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran



BAB I1
LANDASAN TEORI
A. Pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013.

Pelaksanaan dalam kebijakan merupakan tahapan
aktivitas/kegiatan/program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang
dilakukan individu/pejabat, kelompok pemerintah, masayarakat, dan/atau
swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam
keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan yaitu: aspek
kewenangan, sumber daya, komunikasi dan disposisi. Hal yang dapat
dilakukan untuk mengevaluasi suatu kebijakan yaitu: konsistensi,
transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.*?

Kebijakan merupakan praktik sosial yang dihasilkan oleh pemerintah
yang dirumuskan berdasarkan kejadian yang ada ataupun yang terjadi di
masyarakat. Dan juga kebijakan itu adalah respon atau peristiwa yang terjadi,
baik itu hal yang bertujuan untuk mencapai keselarasan dalam sebuah
permasalahan atapaun menciptakan tindakan yang intensif bagi pihak-pihak
yang yang mendapat perlakuan tidak rasional atas usaha bersama yang

dilakukan tersebut.

2Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, Jurnal Publik 11 (1), 1-12, 2017,
digilib.Uinsgd.Ac.id.
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Secara sederhana pelaksanaan kebijakan itu merupakan penerapan
dalam suatu kebijakan.Pelaksanaan kebijakan itu terlihat dari aktivitas, aksi,
tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu serangkaian
program/sistem tertentu.Pelaksanaan dalam suatu kebijakan itu bukan hanya
terkait pada tanggung jawab melaksanakan program tersebut tetapi juga
menyangkut keikutsertaan ataupun partispipasi masyarakat.

Peran pelaku perubahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat
juga dilihat dari kaitan peran pelaku perubahan dalam diskursus komunitas.
Ada empat teknik dan keterampilan yang spesifik yang harrus dimiliki oleh

seseorang sebagai pemberdaya masyarakat: ™

1. Peran dan keterampilan fasilitatif (facilitative roles and skills)

2. Peran dan keterampilan edukasional (educational roles and skills)

3. Peran dan keterampilan perwakilan (representational roles and skills)
dan

4. Peran dan keterampilan teknis (technical roles and skills)

Ketika pelaksanaan kebijakan tepat pada sasarannya maka suatu
permasalahan dalam suatu kebijakan akan semakin mudah terpecahkan.
Menganalisa suatu kebijakan perlu dilakukan untuk mengatahui bagaimana
dampak yang dihasilkannya.Kajian ini perlu dilakukan agar tidak

bertentangan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.

13 |sbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas &Pengembangan Masyarakat Sebagai
Upaya Pemberdayaan Masyarakat (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013). him. 215-227.
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B. Pemberdayaan dan Dinas Pertanian Dalam UU NO. 19 Tahun 2013.

Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana otonomi daerah, yang
tugasnya vyaitu menyelenggarakan kewenangan desentralisasi  dan
dekonsentrasi dalam bidang pertanian kemudian juga adalah sebagai
organisasi pemerintah yang mengemban tugas dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
ketersediaan hasil-hasil pertanian yang menjadi kebutuhan masyarakat umum,
yaitu ketersediaan hasil-hasil pertanian yang menjadi kebutuhan pokok
manusia terkhusus kebutuhan masyarakat atau yang masuk dalam lingkungan
pelayanan dinas pertanian.

Perlindungan petani adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk
membantu petani dalam menghadapi dan menyelesaikan segala permasalahan
kesulitan dalam memperoleh saran dan prasarana produksi, kepastian usaha,
risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan
iklim.

Pemberdayaan petani itu sendiri adalah segala upaya yang dilakukan
untuk meningkatkan sumber daya manusia ataupun untuk meningkatkan
kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui

lataihan  dan  pendidikan yang diberikan  melalui  penyuluhan
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danpendampingan, pengembangan sistem dan pengembangan Ssarana
prasarana hasil pertanian tersebut.*

Dinas pertanian dan pangan merupakan unsur pelaksana pemerintah
daerah dibidang pertanian, peternakan, perikanandan ketahanan pangan. Dinas
pertanian dan pangandipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pembangunan pertanian merupakan salah satu bagian yang pada
akhirnya harus dilaksanakan secara keseluruhan dan berkelanjutan karena
menyangkut berbagai aspek seperti ekonomi, ekologi, lingkungan
pengembangan wilayah dan banyaknya tenaga kerja yang terlibat serta
menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian sehingga berdampak
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Beberapa alasan yang mendasari pentingnya sektor pertanian adalah:
a. potensi sumber dayanya yang besar dan beragam, 2. Pangsa terhadap
pendapatan nasional cukup besar, 3. Besarnya penduduk yang
menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, 4. Menjadi basis
pertumbuhan di pedesaan.'®

Tersedianya bahan pangan adalah salah satu bukti berhasil atau

tidaknya program pembangunan pertanian.Maka dalam hal ini ketahanan

YRudi Syahputra Nasution - 2019 — respository.Umsu.ac.id.
Bhttps://pertanian.Jogjakota.go.ld/page/index/gambaran-umum, diakses tanggal 3 Juni 2021,
pukul 13: 10 WIB.
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pangan seharusnya menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah ataupun pada
Dinas Pertanian mengingat luasnya wilayah, keanekaragaman komoditas
pangan dan sumber daya manusia masih memungkinkan untuk
berswasembada terutama di Desa Marsada Kecamatan Sipirok.

Maka yang menjadi permasalahan sebagian besar dari petani di Desa
Marsada Kecamatan Sipirok adalah hasil yang diperolehdari adanya bantuan
bibit unggul yang diberikan permerintah tidak sesuai dengan harapan
sebelumnya vyaitu untuk mensejahterakan dan meningkatkan sektor
pendapatan tani.Ekonomi kerakyatan di Indonesia salah satunya adalah
pertanian.Petani adalah faktor terbesar dalam menentukan ketahanan dan
kedaulatan pangan.

Adanya potensi lahan yang cukup luas memberikan peluang yang
sangat besar bagi rakyat Indonesia untuk bertani sebagai mata pencaharian
untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup.Dalam UU ini memiliki
tujuan tentang pemberdayaan dan perlindungan bagi petani untuk
meningkatkat taraf kualitas hasil tani yang lebih baik melalui menteri
pertanian ada banyak strategi yang dilakukan pemerintah dalam mendukung
pemberdayaan petani yaitu melalui pendidikan dan pelatihan.

Dalam hal ini penyuluhan pendampingan dilakukan dengan
pengembangan sistem dan sarana prasarana pemasaran hasil pertanian,
konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, menyediakan fasilitas

pembiayaan dan pemodalan serta meningkatkan pengetahuan kelembagaan
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petani.Dalam bidang sosial peran petani sangatlah pentingdalam
meningkatkan bidang sosial, ekonomi, dan pada perdagangan.Padi petani
petani rakyat adalah kebutuhan yang sangat besar sebagai kebutuhan pokok
pangan di Indonesia.Selain untuk kebutuhan pokok beras juga dalam
perusahaan tepung sangat menunjang perekonomian masyarakat.

Maka pada prinspinya pemerintah seharusnya tidak menghambat
perkembangan dan kehidupan pertanian serta sedapat mungkin untuk
membantu mengembangkan pemberdayaan pertanian.Dalam hal ini yang
dimaksud dalam UU NO. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan
pemberdayaan petani yang dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat adil
dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga Negara,
Negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat,
khusunya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk mencapai
kesejahteraan petani.

Tugas utama kementrian pertanian dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan petani maka dalam hal ini kementrian pertanian terkait fokus
dalam sisi pendapatan petani.Indonesia sebagai salah satu Negara yang
memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan nasional,
maka dalam pembangunan nasional sektor pertanian memiliki peranan yang
strategis. Secara nyata agar tetap mampu mempunyai kontribusi dalam
perekonomian Indonesia maka terdapat upaya-upaya khusus yang harus

dikembangkan menurut menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo yaitu:
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1.  Penyediaan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2.  Program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratikes)
3. Pembentukan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostra

Tani).*

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu prasarana dan sarana produksi
pertanian.Secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi
petani.

Budidaya Bibit Unggul

Dalam kondisi yang aseptis kultur jaringan dapat memperbanyak
tanaman yang menghasilkan sifat yang diinginkan ataupun sama dengan
induknya bebas dari penyakit dan tidak membutuhkan lahan yang luas dan
menghasilkan banyak bibit unggul tanaman dengan waktu yang
singkat.*’Dengan adanya kemajuan zaman yang semakin meningkat tahun ke
tahun maka tantangan pertanian kedepannya semakin berat karena dalam
sektor pertanian harus mampu mencukupi ataupun menyediakan sandang dan

pangan yang cukup bagi penduduk yang semakin meningkat.*®

®Menteri Pertanian Republik Indonesia 2020.
17 Zulkarnain, Kultur Jaringan Tanaman (PT Bumi Aksara, Jakarta: 2011), him. 3.
8 K. A. Wijaya, Nutrisi tanaman: sebagai penentu kualitas hasil dan resistensi alami

tanaman (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2008). halaman. 2.
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Budidaya tanaman yaitu berarti usaha yang memberikan hasil.
Tanaman merujuk kepada pengertian tumbuh-tumbuhan yang diusahakan
manusia, yang biasanya telah melalui proses domestikasi. Teknik budidaya
tanaman adalah proses menghasilkan bahan pangan serta produk-produk
agroindustri dengan memanfaatkan sumberdaya tumbuhan.'*Tanaman pangan,
hortikultura, dan perkebunan adalah obyek dari dari cakupan budidaya
tanaman.

Ada dua ciri dalam budidaya tanaman: yang pertama, selalu
melibatkan barang dalam volume besar kedua, proses produksinya memiliki
resiko yang relatif tinggi. Kedua ciri ini bermuara pada pertanian yang
melibatkan makhluk hidup yang dalam tahapannya memerlukan ruang dan
jangka waktu tertentu dalam proses produksi.

Dikatakan telah melakukan budidaya apabila telah melalui tiga hal:
Melakukan pengolahan tanah, pemeliharaan untuk mencapai produksi
maksimum, tidak berpindah-pindah.Hasil pemuliaan tanaman, berupa varietas
yang memiliki berbagai sifat unggul. Akan tetapi sifat unggul ini hanya akan
muncul apabila teknik budidaya yang dilakukan sesuai dengan sifat yang
diinginkan varietas unggul tersebut. Dengan Kkata lain keberhasilan
penggunaan varietas unggul tergantung pada bagaimana pelaku budidaya

melakukan tindak budidayanya secara benar.

19 Chairani Hanum, Teknik Budidaya Tanaman JILID 1(Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan, Jakarta: 2008), him. 1-10.
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Lingkup dari budidaya tanaman terdiri dari bidang ilmu:
a. Pemuliaan tanaman
b. Teknologi benih
C. Pengolahan
d. Teknik budidaya
e. Pengendalian hama, penyakit dan gulma
f. Pemanenan.”

Lingkungan tumbuh atau lapang produksi dan teknik budidaya atau
pengelolaan, tanaman, dan produk tanaman adalah faktor utama dalam
budidaya tanaman.

Pengelolaan untuk menghasilkan benih/bibit mencakup dua prinsip
yaitu: pertama, prinsip genetis, dalam prinsip ini teknik budidaya diarahkan
untuk menghasilkan benih/bibit yang bermutu genetic tinggi yakni: murni
genetic, jelas varietas, atau benar tipe. Kedua, prinsip agronomis, prinsip ini
mengarahkan teknik budidaya untuk menghasilkan benih bermutu fisiologis
dan mutu fisik yang tinggi, juga hasil yang tinggi.

Untuk meningkatkan produktivitas yang diinginkan, pupuk dan
pestisida yang dibutuhkan untuk setiap pertanaman harus dihitung dan
dirancang cara pengadaannya secara teliti agar pupuk/pestisida bekualitas baik

sudah tersedia dengan jumlah yang dibutuhkan pada waktu yang tepat.

%0 Chairani Hanum, Teknik Budidaya Tanaman JILID 1(Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan, Jakarta: 2008), him. 1-10.
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Pengadaan bibit/benih berkualitas baik dan diperlukan harus dirancang
secara tepat.Konservasi air melalui pemanenan air hujan harus dirancang
secara baik dan memadai agar tidak terjadi kehilangan air yang berlebihan dan
air tersebut dapat dipakai sebagai air irigasi pada musim kemarau berikutnya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai
Negara agraris hendaknya memperhatikan:

1. Sistem pertanian yang disesuaikan dengan kondisi biofisik daerah

2. Sistim usaha agribisnis

3. Teknik budidayaPerbaikan proses produksi

4. Pemasaran produksi

5. Peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi

6. Pendanaan usahanya dan upaya peningkatan pelanggan, sehingga
masyarakat mampu meningkatkan profit

7. Meningkatkan pengembangan produk dan memperbaiki kualitas.?
Jadi teknik budidaya tanaman itu sendiri adalah proses menghasilkan bahan

pangan serta produk-produk agroindustri dengan memanfaatkan sumberdaya

tumbuhan.

21 D, Sitepu, Prosiding Simposium Penelitian Bahan Obat Alami (Bogor: Perhibba, 1997).
Him. 94.
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Evaluasi Hukum Dalam Rangka Peningkatan Kedaulatan Pertanian
Politik hukum dalam Undang-undang kdaulatan pangan sebagai

Undang-undang utama yang dievaluasi dan dianalisis.Hal ini perlu
deisandingkan dengan peraturan Undang-undang lainnya terkait bahan pangan
pertanian apakah hal itu mendukung atau tidak. Ada beberapa kata kunci yang
ditentukan oleh pokja dalam konsiderans Menimbang dan penjelasan Umum
dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merupakan
politik hukum dari pengaturan pangan itu sendiri. Kriteria tersebut ialah:

1. Kewajiban Negara mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan
pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, aman, bermutu baik
pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan.

2. Mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan
sumberdaya, kelembagaan dan kearifan local secara optimal.

3. HakNegara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan
pangan tanpa di dikte pihak manapun.

4. Menjamin hak atas pangan bagi rakyat.

5. Memberikan hak bagi masyarakat untuk menetukan sistem pangan
yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.

6. Memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan
berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian dan ketahan

pangan.
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7. Memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi
maupun yang mengonsumsdi pangan.

8. Pelaku usaha pangan mempunyai kebebasan buntuk menetapkan dan
melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang
dimilikinya.?®
Menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani ataupun

masyarakat dan golongan pengelompokan kelompok tani dalam konsiderans

menimbang adalah merupakan tujuan dari pengaturan yang dicantumkan
dalam Undang-undang secara terarah, terencana dan secara berkelanjutan. Hal
ini sangat penting dilakukan karena kecenderungan perubahan iklim
kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, globalisasi dan gejolak
ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani.
Selanjutnya dijelaskan dalam UndangOundang No. 19 Tahun 2013
ditegaskagn bahwa petani juga harus memberikan kontribusi yang nyata
dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan.Pelaku
pembangunan pertanian perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan
untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yaitu petani yang merupakan
subjek hukum pelaku pelaksanaan pertanian yang mendapatkan hak dasar
guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan

pangan secara berkelanjutan.

2Bphn. Go. id/data/documents/peningkatan_kedaulatan_pangan.pdf. tentangAnalisis dan Evaluasi
Hukum Dalam Rangka Peningkatan Kedaulatan Pangan. Him. 17-28.
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Berdasarkan hal ini maka sangat jelas bahwa Undang-undang ini
dibuat dalam rangka mendukung kedaulatan pangan.
E. Peran Dinas Pertanian ditinjau dari Figih Siyasah

Penelitian ini di dasarkan pada al-Qur’an Surah an-Nahl ayat90-92:%

f&u&d\j)sus\j;M\&G@j@ﬂ\@dm)umy\jdmu umu\‘

éahﬂ\ﬁluﬁjudﬁmeMY\\}mqu}ﬁMb\J\Aﬁ\l@.&.ﬁ\)ﬁj\)uj‘)smesu

U}JAJ.I{LJLS.I\D)S.\&J LJALGJPQ—\AAS—\@RS\)—\)SJY}U)M—\LA?L—\A}J\U\ )usS

eyeﬁu.u-d} AAAAAA 4.141\\?5)&.\41.‘.1\ u\w‘f)\sau\uj&u\?&u Aae&m\
Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan.Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran (90). Dan tepatilah Perjanjian dengan
Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-
sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan
Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya
Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (91). Dan janganlah kamu seperti
seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal
dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah
(perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu
golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain[838].
Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu.dan Sesungguhnya
di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu
perselisihkan itu (92).

Penelitian ini juga didasarkan pada kaidah figih siyasah berikut ini:

daliadl b gie dpe I e oY) oyl
Artinya: “kebijakan Imam atau pemerintah bagi rakyat harus berdasar

maslahah”.?*

ZAl-Qur’an Surah An-Nahl Ayat 90-92.
Znttps://jateng.nu.or.id/read/dnn8/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-
kemaslahatan, diakses tanggal 2 Juni 2021, pukul 10: 00 WIB.



https://jateng.nu.or.id/read/dnn8/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan
https://jateng.nu.or.id/read/dnn8/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan
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Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa segala sesuatu baik itu aturan
ataupun kebijakan yang hendak di keluarkan oleh seorang pemimpin harus
berdasar pada kemaslahatan masyarakatnya bukan atas kepentingannya
sendiri

Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus ditemukan suatu
standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan,
tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari prilaku-prilaku dan objek-
objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif®. Dalam
politik islam Siyasah bisa diterjemahkan dengan : tadbirul mashalihil ‘ibad
‘ala waqfi asy-syar’iyyi. Yang artinya mengelola/mengatur untuk
kemaslahatan umat (manusia) dengan menggunakan syari’at (syara’).

Figih Siyasah adalah disiplin ilmu yang mendalami tentang aturan
mengenai bagaimana pedoman hidup bermasyarakat, bernegara dengan
melalui segala bentuk aturan, kaidah dan norma hukum vyang ada
(berlaku).?®Maka dapat dipahami bahwasannya segala hal mengenai aturan
bernegara, pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah,
pemerintah dengan negara, dan negara dengan masyarakat itu diatur dalam

figih Siyasah.Dalam Siyasah juga dipelajari bagaimana mengelola dan

mengatur negara dengan baik.

*IngeDwisvimiar,“KeadilanDalamPerspektifFilsafatlimuHukum” JurnalDinamikaHukum.
Vol.11,No.3,September2011,him.527.

%MuhamadIqbal,FigihSiyasahKontekstualisasiDoktrinPolitiklslam(Jakarta:PrenemediaGroup, 2
014),him. 27.



29

Ini dimaksudkan supaya tidak terjadi penyimpangan sehingga akan
merugikan kepada
masyarakat.SiyasahdusturiyahadalahcabangdarifiginSiyasahyangmembahasten
tang perundang-undangan yang ada di suatu negara. Ini akan berkaitan
dengankonstitusi dan perundangan lainnya. Dalam dusturiyah juga diatur
tahapan-tahapan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, kemudian
diatur juga norma dan materi muatannya.

Dalam siyasah dusturiyah terdapat prinsip yang meninjau sebuah
aturan atau kebijakan baik atau tidaknya, yaitu maslahah mursalah.Maslahah
berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan
menolak kerusakan.Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa maslahah
mursalah adalah maslahah yang selaras dengan tujuan syari’atislam dan tidak
ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau

penolakannya.?’

“"Hendri Hermawan Adinugraha dan Mahudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam
PenentuanHukumlslam.Jurnal llmiahEkonomi Islam.4 (01),2018.him.64-65.



BAB I11
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli
Selatan Provinsi Sumatera Utara. Alasan memilih sebagai lokasi sebagai
objek penelitian karena peneliti ingin melihat dan meneliti secara langsung
tentang peran serta Dinas Peratanian dalam pembagian bibit unggul terkait UU
No. 19 Tahun 2013, maka peneliti akan lebih mudah dalam melakukan penelitian
untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022.

B. Jenis penelitian
Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) yaitu penelitian
hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-
undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang
terjadi dalam masyarakat fakta empiris yang berguna untuk mencapai tujuan
yang telah ditentukan itu merupakan implementasi secara in action. Penelitian
hukum normatif empiris mengakaji tentang hukum sebagai aturan atau norma
dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat.

Oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian hukum
normatif empiris untuk mendukung penelitian ini sekaligus menggambarkan

pelaksanaan peraturan Undang-undang no. 13 Tahun 2013 terkait peran Dinas

30
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Pertanian dalam pembagian bibit unggul kepada Kelompok Tani di Desa
Marsada Kecamatan Sipirok. Hasil penerapan (pelaksanaan atau implementasi
hukum dapat dipahami, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan
telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.Sehingga jenis penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif empiris.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah modifikasi
pendekatan dalam penelitian hukum normatif empiris dengan hukum penelitian
empiris. Dalam pendekatan hukum normatif ini dilakukan melalui pendekatan
konseptual dan perundang-undangan, sedangkan pendekatan yang dilakukan
melalui hukum empiris yaitu dengan pendekatan hukum sosiologi. Dalam
penelitian hukum normatif empiris ini yang menjadi fokus kajiannya yaitu norma
hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Karena penelitian ini berkaitan dengan penerapan hukum dalam
masyarakat sehingga diharapkan mampu mengidentifikasi problematika terkait
penerapan Pasal 19 Undang-undang No. 13

D. Sumber Data
Adapun jenis ataupun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini
adalah mencatat dan mengamati secara langsung data yang akan di

peroleh dari subjek penelitian. Sumber data di dapat dari Dinas
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Pertanian Kecamatan Sipirok dan Desa Masyarakat kelompok Tani
Desa Marsada Kecamatan Sipirok.
b. Data Sekunder
Data sekunder yang gunakan peneliti bersumber dari buku-
buku ilmiah, jurnal, media internat dan lain sebagainya.Data sekunder
mencakup dokumen-dokumen, buku ilmiah, dan hasil penelitian yang
berwujud lapangan untuk dapat mengidentifikasi problematika yang
terjadi secara nyata di lapangan.
E. Teknik pengumpulan data
Dalam pengumpulan data peneliti melakukan teknik pengumpulan data
sekunder dan data primer.Data sekunder diperoleh peneliti melaui studi pustaka
dan dokumen vyaitu melalui buku-buku, internet, jurnal dan lain
sebagainya.Kemudian melalui data primer peneliti melakukan wawancara,
observasi, dan kuisioner angket atau daftar pertanyaan.
a. Wawancara
Yaitu teknik yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan
keterangan lisan melalui cakap-cakap dengan orang yang akan
memberikan  keterangan  terhadap  penelitian  yang akan
diteliti.Wawancara yang dilakukan ini adalah wawancara terstruktur,
dimana peneliti  menggunakan wawancara sebagai  teknik

pengumpulan data untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
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Pengumpul data menggunakan alat bantu dalam wawancara Yyaitu:
buku tulis/notes, pulpen dan tape recorder.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara yaitu:
1. Membuat persiapan wawancara secara teknis maupun non teknis.
2. Membuat pedoman wawancara
3. Terjun langsung ke lapangan
4. Mewawancarai informan yang akan diteliti
5. Mencatat setiap hasil wawancara yang dilakukan dilapangan dan
mencatat kembali hasil wawancara secara rapi dan terstruktur di
rumah.
6. Mengidentifikasi kembali tindak lanjut hasil wawancara.?
b. Observasi
Dalam melakukan penelitian peneliti melakukan Observasi untuk
mengamati dan mencatat fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan
untuk mengamati secara pasti bagaimana pelaksanaan peraturan
undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang pembagian bibit unggul:
1. Melakukan observasi
2. Mengobservasi system pemikiran pihak terkait yang diduga

problemtika dalam pembagian bibit unggul.

% Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
HIm. 30.
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3. Wawancara pihak yang berwenang di Dinas Pertanian yang

membagikan bibit unggul kepada kelompok tani

4. Mengobservasi kelompok tani terkait bibit unggul yang diberikan

Pemerintah Daerah.
F. Teknik Analisis Data

Dalam mengumpulkan sebuah data peneliti melakukan analisis data untuk
mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut
menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi
permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian.Setelah
ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah
menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif.Analisis
kualitatif bersifat deskriptif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh,
selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.Setelah data-data terkumpul
kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan,
sekaligus dianalisis secara deskriftif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau
lisan.Analisis data ini dilakukan dengan tiga cara:

a. Redukasi data yaitu merangkum dan memilih data yang diperoleh
secara langsung tentang hal-hal pokok dan yang berkaitan dengan
masalah sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan

Wwawancara.

*Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif(Bandung: Alfabeta CV, 2012), him. 243-245,
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b. Deskriptif data yaitu menggunakan dimensi secara sistematis sesuai
dengan sistematika pembahasan.
C. Membuat kesimpulan yang menerangkan urutan-urutan penjelasan
kedalam susunan yang singkat dan padat.
G. Teknik Pengolahan Data
Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini
merupakan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data
dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:
1. Editing/edit
Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang
diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses
editing adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat
kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak
lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya.*’Dengan tujuan agar
diperoleh data valid dan dapat di pertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini,
proses editing dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil
wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk

kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan.

% Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2006), hal. 30.
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2. Verifikasi
Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah
didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah sudah
valid dan sesuai dengan yang diharapkan.®*Dalam penelitian ini, maka data
hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya
diperiksa kembali oleh informan.Hal ini dimaksudkan agar validitas data
dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data
yang berikutnya.
3. Analisis
Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil
wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu
pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut
sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian, yakni merubah data menjadi
temuan.Analisis data adalah suatu teknik yang menggambarkan dan
menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh
gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang
sebenarnya.®*Penelitian ini bersifat induktif, yaitu mulai dari fakta, realita
gejala masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti
membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertolak dari yang

khusus ke umum.

31 Sukur Kolil, Metodologi Penelitian, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.
%2Anselm Strauus dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:
Pustaka Belajar, 2003), hal. 9.



37

4. Pembuatan Kesimpulan
Sebagai tahap akhir, pembuatan kesimpulan berdasarkan pada data-
data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman
kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latar
belakang masalah.Dalam penelitian ini, kesimpulan dibuat sesuai rumusan
masalah yang telah ditentukan.
H. Teknik Uji Keabsahan Data
Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih
dahulu dilakukan adalah keabsahan data.Keabsahan data diwujudkan dalam
rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan
penelitiandengan kenyataan yang ada di lapangan.Pengabsahan dilakukan dengan
menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek
kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui
sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan
dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum
dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara

dengan dokumen.
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2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kualitas data dengan cara mengecek
kembali data melalui referensi yang sama dengan metode yang berbeda.
Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan
pengecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.Apabila dengan
menggunakan teknik pengujian kredibilatas data tersebut, mampu
memberikan data berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap
selanjutnya ke sumber data yang berkaitan atau yang lain, untuk dapat
memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya
benar, sebab sudut pandangnya berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang
didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat
narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan
memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel.

Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan berbagai
metode seperti dengan cara melakukan pengecekan dengan mewawancarai,
observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil
dari percobaan menimbulkan informasi yang berbeda, maka dapat dilakukan
secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya. Triangulasi
juga bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil dari penelitian, hasil

penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.



BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdirinya Desa Marsada

Desa Marsada adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan
Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Desa Marsada
dibentuk pada tahun 2008 yang merupakan penggabungan dari tujuh dusun,
yaitu Anturmangan, Purba Tua, Padang Bulan, Aek Latong, Huraba dan
Purba Sinomba yang mana Pusat pemerintahan Desa Marsada adalah di Desa
Purbatua. Awal mula terbentuknya Desa Marsada ini adalah atas dasar
pertimbangan pemerintah daerah kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu dalam
peraturan daerah kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang
pembentukan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi
kelurahan.

Penggabungan Desa ini berdasarkan pertimbangan bahwa untuk
menindak lanjuti pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) peraturan pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan pasal 2 ayat (2) dan (3) peraturan
pemerintah Nomor 73 tentang kelurahan, perlu diadakan pembentukan,
penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.Bahwa
dalam rangka mewujudkan aspirasi yang berkembang ditengah-tengan
masyarakat Tapanuli Selatan dari tercapainya efesiensi dan kualitas

pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
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dipandang perlu diadakan pembentukan, penggabungan Desa dan perubahan
status Desa menjadi Kelurahan.*®

Desa Marsada memiliki luas 42, 40km persegi yang topograpinya
berbukit-bukit dan merupakan Desa terluas dibandingkan Desa lainnya di
Kecamatan Sipirok.Selain menjadi Desa terluas di Kecamatan Sipirok Desa
Marsada juga merupakan tempat persinggahan para majikan pedagang,
karena Desa Marsada merupakan Desa dengan penghasilan kopi dan gula
Aren yang cukup besar di Kecamatan Sipirok.Selain penghasilan alam yang
cukup besar, Desa Marsada juga menjadi salah satu tempat wisata dan kuliner
yang paling sering dikunjungi di kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli
Selatan.®*

2. Letak Geografis

Desa Marsada terletak pada 01-30* 28”-01 43° 42” LU dan 99 09’ 49”-
99 28’ 05” BT, berada pada ketinggian 0- 9.125,3m dari atas permukaan laut
dengan topografi berbukit sampai bergunung.Dengan luas wilayah 42, 40 km
yang merupakan Desa terluas di Kecamatan Sipirok dan Desa Pangurabaan
adalah Desa terkecil dengan luas wilayah 1,13km. Sedangkan diantara enam
dusun yang digabungkan di Desa Marsada dusun yang palung luas adalah
Aek Latong dan Dusun terkecil adalah Dusun Huraba yang hanya memiliki

30 kepala rumah tangga di Dusun tersebut.Puncak tertinggi di Desa Marsada

3pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72.
¥Data kependudukan Desa Marsada.
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berada di Dusun Huraba yang merupakan Bukit yang terletak di sebelah utara
Desa Marsada Kecamatan Sipirok.*®

Dilihat dari posisi Desa Marsada, Desa Marsada memiliki akses darat
yang cukup strategis karena merupakan penghubung antara berbagai pusat
pertumbuhan, yaitu jalur Barat merupakan jalur menuju Kota Medan Ibu
Kota Sumatera Utara yang melalui jalur sibolga. Kemudian jalur Selatan, ini
menuju pusat kota Kecamatan sipirok yang melintas ke Kota
Padangsidimpuan. Jarak dari pusat pemerintahan ke Kecamatan yaitu 4km,
jarak dari pusat pemerintahan ke kota 14km, jarak dari ibukota kabupaten
yaitu 4km, dan jarak dari ibukota provinsi yaitu  235km,
SedangkanAdministrasi Pemerintahan Desa Marsada terdiri dari tujuh Dusun,
yaitu Dusun Aek Latong, Purbatua, Huraba, Anturmangan, Padang Bulan
dan Purba Sinomba.

3. Demografis

Faktor yang paling penting dalam suatu wilayah salah satunya adalah
penduduk. Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah
geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih, atau mereka
yang tinggal kurang dari enam bulan di wilayah tersebut tetapi memiliki
tujuan untuk menetap. Maka perlu diketahui tingkat perkembangan penduduk

guna untuk menentukan proses dan langkah pembangunan.

Bhttps://text-id.123dok.com/document/4yrxwwpyo-letak-geografis-dan-luas-wilayah.html.




Tabel 1.1. Monografi Desa
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Luas Tingkat Perkembangan Desa | Jumlah Penduduk
Wilayah
48km Swasembada/Swadaya/Swakarya 1418a 355 KK

Sumber: Kantor Kepala Desa Marsada Kecamatan Sipirok

a. Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat utama dan menjadi faktor
yang sangat penting untuk masyarakat.Hal ini didasarkan kepada
pengetahuan masyarakat yang menjadi faktor utama pendorong
kemajuan dan Kkesejahteraan masyarakat.Ketertiban, keadilan dan
kemaslahatan yang terbentuk di kalangan masyarakat adalah bentukan
dari cara berfikir setiap individu masyarakat.Maka untuk itu
pentingnya pendidikan menjadi salah satu perhatian besar oleh
pemerintah kepada masyarakat.

Kemajuan dari Desa ataupun masyarakat itu sendiri dilihat dari
pendidikannya, di Desa Marsada untuk fasilitas pendidikan hanya

terdapat satu SD vyaitu terletak di Dusun Purbatua.

. Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan juga adalah hal penting untuk
diperhatikan.Kesehatan masyarakat adalah tolak ukur dalam

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk menjamin dan mendukung
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kesehatan masyarakat, ada beberapa fasilitas kesehatan yang terdapat
di Desa Marsada yaitu:

Fasilitas Kesehatan

Bidan Desa/Pos Kesahatan

e Di Desa Marsada Terdapat enam Pos Kesehatan,
yaitu disetiap Dusun Terdapat Fasilitas
Kesehatan

e Terdapat satu Klinik Swasta di Desa Marsada
yaitu Di Dusun Anturmangan

c. Agama
Kesejahteraan dalam bermasyarakat di dukung oleh tingginya
tingkat pengetahuan dalam etika, moral, adab dan cara berinteraksi
yang baik antar sesama individu. Maka perlu untuk mengembangkan
pengetahuan masyarakat melalui fasilitas yang mendukung dalam

meningkatkan nilai religious dalam jiwa setiap perorangan.



*Ada enam Rumah
Pengajian untuk
anak-anak di Desa
Marsada untuk
meningkatkan cara
membaca al-Qur'an
yang baik
(membaca, menulis,
dan Menghafal al-
Qur'an)

*Terdapat satu
Madrasah untuk
anak-anak dan
orang dewasa di
Desa Marsada yaitu
di Dusun Purbatua.

*Madrasah ini
bertujuan untuk
meningkatkan
pengetahuan ilmu
agama masyarakat,
terkait ilmu
pengetahuan agama
secara umum dan
cara membaca dan
menulis al-Qur'an
dengan baik.
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»Ceramah seputar
Islami yang
diadakan dirumah-
rumah warga setiap
hari Jumat setelah
selelsai pengajian
untuk ibu-ibu.

+Acara Dakwah atau
ceramah ini di
bawakan oleh
ustadz yang sengaja
di undang oleh
warga setempat .

*Dakwah ini
bertujuan untuk
meningkatkan
pengetahuan para
lansia dan orang tua
yang sudah lanjut
usia tetapi minim
dalam ilmu agama,
dan juga sebagai
referensi untuk
menumbuhkan
karakter dalam
rumah tangga yang
islami (sakinah,
mawaddah,

swarahmah).

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian
1. Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 tentang pembagian Bibit

Unggul di Desa Marsada
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a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan Dinas Pertanian dalam
pembagian bibit unggul terhadap kelompok tani yaitu melalui
PPL(Petugas Penyuluh Lapangan) Dinas Pertanian yang bertugas
dalam penanggungjawaban pembagian bibit unggul. Dalam
pelaksanaan pasal 46 ayat (4) tentang penyuluhan dan pendampingan
yang menyatakan: “sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa”.

Adapun tahapan pelaksanaan tugas Penyuluhan Pertanian
Lapangan itu adalah menyuluh, dan penyuluhan itu terbagi menjadi
menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan penyuluhan tersebut.Adanya penyuluhan dan
pendampingan ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat
mengetahui tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan
pemasaran yang baik Kemudian menganalisis kelayakan usaha dan
kemitraan dengan pelaku usaha.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Marsada,
terkait bagaimana agar bantuan bibit tersebut diberikan oleh
Pemerintah Daerah atau Dinas Pertanian Sebelum bibit diberikan oleh
pemerintah yaitu:

Terlebih dahulu dari Kelompok Tani mengajukan surat

permohonan kepada Dinas Pertanian tentang bibit apa yang
mereka butuhkan saat itu sebagai kebutuhan mereka untuk
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menunjang hasil pertanian yang lebih baik. Kemudian setelah
surat permohonan sampai dan telah dipelajari oleh Dinas
Pertanian, kemudian dari Dinas Pertanian membuat berita
acara bahwa bibit yang diminta oleh masyarakat akan segera
diberikan oleh Dinas Pertanian dengan waktu yang telah
ditentukan.*®
Biasanya bantuan bibit dari Dinas Pertanian diberikan satu kali
dalam satu tahun. Pada tahun 2021 ini bibit yang telah diterima oleh
Kelompok Tani adalah padi beserta pupuk dan racun rumput untuk
membasmi hama, kemudian alat pembasmi hama atau disebut pompa
racun.Pembagian bibit dean tahapan persiapan terakhir pada Tahun
2021 itu dilakukan pada 16 Oktober pada tahap ini dilakukan oleh
Petugas Penyuluh Pertanian Desa Marsada dengan memberikan
sosialisasi penjelasan mengenai siapa saja kelompok tani yang akan
ikut menerima bantuan bibit unggul, dan bibit apa saja yang akan d
berikan oleh Dinas Pertanian. Dalam hal ini jelas bahwa segala bentuk
program dan tata cara pelaksanaan budidaya bibit oleh Kelompok Tani
tidak lepas dari peraturan yang ada, seperti peraturan pemerintah yang
telah dibuat tentang perlindungan dan pemberdayaan petani tepatnya
pada pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013.

Dalam kelompok tani ada tingkatan yang disebut dengan kelas

kelompok, yaitu:

%\Wawancara dengan Kepala Desa Marsada Bapak lwan Siregar, terkait laporan Permohonan
bantuan bibit dari Pemerintah Daerah Dinas Pertanian Kecamatan Sipirok.
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Tabel 1.2. kelas kelompok tani

Kelas Kelompok Jenis Surat Legalisir
Pemula Sertifikat kelompok | Kepala Desa
Lanjut Sertifikat kelompok | Camat
Mdya Sertifikat kelompok | Bupati
Utama Sertifikat kelompok | Menteri

Sumber:Dinas Pertanian Tapanuli Selatan
Semakin tinggi tingkatan kelas kelompok tani maka semakin besar
permohonan bantuan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Dinas
Pertanian.Pengadaan bibit yang diberikan oleh Dinas Pertanian tidak
selamanya dapat dipenuhi oleh setiap permohpnan yang diajukan kelompok
tani, tetapi pengadaan bibit unggul disesuaikan dengan anggaran
Negara.Misalnya dalam kondisi covid-19 ini pengeluaran Negara semakin
meningkat dan secara otomatis anggaran untuk Pemerintah Dinas Pertanian
untuk pengadaan bibit unggul menjadi berkurang dari biasanya.Di tahun 2021
ini bantuan berkurang menjadi 60% dikarenakan anggaran terbagi kepada
pemenuhan protokol kesehatan covid-19 dan anggaran untuk pengadaan bibit
unggul.
b.  Tahap Pemicuan
Pemicuan yang dilakukan Dinas Pertanian terhadap masyarakat
atau Kelompok Tani dalam pembagian bibit unggul yang bertujuan

untuk agar masyarakat dapat mengelola bibit yang dibagikan
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pemerintah dengan baik. Tahapan Pemicuan ini dilakukan pada akhir
bulan Desember Tahun 2021 dilakukan dengan mengirim satu atau dua
orang Penyuluh Pertanian Lapangan dari Dinas Pertanian ke setiap Desa
atau tepatnya di Desa Marsada, kemudian mengadakan penyuluhan dan
studi banding kepada Kelompok Tani yang sudah dibentuk untuk
memberikan pengetahuan seputar pengelolaan bibit unggul pertanian.
Tujuan penyuluhan ini agar masyarakat terpacu dalam
mengelola bibit yang diberikan pemerintah tersebut dan mendapatkan
pengetahuan seputar pengelolaan tanaman atau bibit yang akan
ditanam. Penyuluhan ini dilakukan oleh bapak Fahmi Siregar yang
bertugas khusus dalam Penyuluhan Pertanian Lapangan di Desa
Marsada tepatnya di Dusun Huraba. Wawancara yang dilakukan oleh
peneliti dengan Penyuluhan Pertanian Lapangan Dinas Pertanian
mengatakan:
Bapak Fahmi selaku ketua Petugas Penyuluh Lapangan
sebelum melakukan penyuluhan terlebih dahulu
mengkonfirmasikan kepada ketua kelompok tani yaitu bapak
Sahattua, dan kemudian ketua kelompok tani yaitu bapak
Sahattua mengkonfirmasikan kepada anggota kelompok tani,
bahwasanya Dinas Pertanian akan melakukan penyuluhan
terkait bibit dan tanaman apa yang cocok ditanam di Desa
Marsada sesuai dengan kebutuhan Desa Marsada.*’

Dalam hal ini peraturan dan pelaksanaan tersebut bukan hanya

terdapat dalam pelaksanaan dari pemerintah saja, namun juga

% Wawancara dengan bapak Fahmi selaku Ketua Penyuluhan Pertanian Lapangan Dinas
Pertanian Kecamatan Sipirok
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pelaksanaan atau implementasi dari warga masyarakat Kelompok Tani
dalam menjalankan aturan sesuai dengan yang diarahkan oleh
Penyuluhan Pertanian Lapangan Pertanian sebagai sekaligus Penyuluh
dan Pendamping Kelompok Tani.
c.  Tahap Pendampingan dan Pemantauan Budidaya

Pemantauan yang dilakukan Dinas Pertanian terhadap
pelaksanaan budidaya bibit yang diberikan pemerintah tersebut
melalui PPL (Petugas penyuluh Lapangan) oleh bapak Fahmi Siregar
yaitu dengan turun langsung kelapangan dan melihat apakah bibit
yang dibagikan tersebut benar ditanam, dirawat atau dibudidaya oleh
masyarakat atau tidak.Pendampingan dan Pemantauan Budidaya
dilakukan setelah bibit di tanam dan memasuki masa panen.Ini
dilakukan opleh salah satu staf pegawai Dinas Pertanian sipirok
Kabupaten ~ Tapanuli ~ Selatan  yaitu  Petugas  Penyuluh
Pertanian.Berdasarkan keterangan Kelompok Tani Petugas Penyuluh
Lapangan datang mendampingi sekaligus memberikan penyuluhan
selama tiga kali sampai jangka waktu panen.Yaitu pada masa
pembibitan, masa penanaman, dan pada jangka waktu panen.

Pemantauan dan pendampingan ini juga dilakukan melalui
rapat pertemuan antara Penyuluhan Pertanian Lapangan dengan
Kelompok Tani kemudian mendata masyarakat atau Kelompok Tani

tentang luas tanah yang dimiliki setiap warga dan menanyakan minat
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apakah setelah diberikan nantinya bibit tersebut masyarakat itu akan
benar-benar menanam dan memelihara sampai mendapatkan
penghasilan seperti yang diharapkan dari pemerintah Dinas Pertanian.
Anggota kelompok tani di Desa Marsada Dusun Huraba adalah
bapak: Lahuddin, Samsir, Andi, Mara, Sarman, Sudarman, Amri,
Pratama, lpul, Jamal, Jul Khaidir, Zulkarnain dan bapak Sahattua.
Bapak Jubri anggota Penyuluhan Pertanian Lapangan mengatakan:
Masa pertama setelah bibit dibagikan, dalam jangka sebulan
setelah pembagian bibit itu kemudian petugas Penyuluhan
Pertanian datang untuk melihat apakah bibit itu sudah di
bibitkan atau tidak dan sekaligus memberikan arahan seputar
tata cara membibit yang baik melalui rapat dan presentasi oleh
PPL (Petugas Penyuluhan Lapangan), kemudian, satu bulan
kemudian lagi petugas Penyuluhan datang untuk melihat
apakah bibit tersebut sudah ditanam atau tidak. Petugas
Penyuluhan datang langsung kelapangan (kebun yang ditanami
bibit) dengan melihat sejauh mana perkembangan bibit yang
ditanam.®
Pelaksanaan budidaya bibit tersebut, bukan hanya sembarang
bertani sesuai pengetahuan yang dimiliki oleh petani sebelumnya.
Pelaksaan budidaya dilakukan sesuaqi dengan pendampingan dan
arahan yang diberikan oleh pemerintah Dinas Pertanian, yaitu seperti
melakukan diskusi dan studi banding untuk memberikan pencerahan

kepada kelompok tani bagaimana cara bertani yang baik atau bagai

mana cara membudidayakan bibit yang dibagikan tersebut. Peraturan

%\Wawancara dengan Bapak Jubri selaku anggota Penyuluhan Pertanian Lapangan Dinas
Pertanian Kecamatan Sipirok yang bertugas di Desa Marsada terkait penanaman bibit.
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ini terdapat dalam pasal 19 ayat (4) yaitu: “Pemerintah dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani,
Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan
sarana produksi pertanian yang berkualitas » 39

Kemudian untuk perawatan bibit, Dinas Pertanian memberikan
pupuk sebagai jaminan perawatan tanaman tersebut agar membuahkan
hasil yang baik seperti yang diharapkan. Biasanya setelah
pendampingan membibit dan menanam bibit tersebut, setelah jangka
waktu panen Petugas Penyuluhan datang lagi untuk melihat bagaimana
hasil yang didapatkan dari bantuan tersebut, apakah dapat merubah
perekonomian dan pengahasilan yang lebih baik kepada masyarakat
khususnya Kelompok Tani atau tidak.

Terhadap pembagian bibit unggul yang ditetapkan
tanggungjawab nya terhadap petugas penyuluh lapangan yang
mendampingi setiap tahap budidaya wajib memberikan laporan
pertanggung jawaban terhadap kunjungan dan pendampingan yang ada
dilapangan dan juga sekaligus sebagai berita acara.

d.  Anggaran Pembiayaan Dinas Pertanian
Petugas Penyuluh Lapangan sebagai penyalur sekaligus

pendamping bagi kelompok tani memiliki tanggungjawab yang besar

sehingga bibit tersebut sampai kepada petani.Setelah bibit tersebut

% pasal 19 ayat (4) Undang-undang No. 19
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sampai kepada petani, maka kelompok tani memiliki tanggungjawab
sepenuhnya terhadap bibit tersebut. Bibit yang diberikan dapat
dibagikan kepada masyarakat lain yang bukan berstatus sebagai
kelompok tani sesuai, hal tersebut dapat diputuskan sesuai dengan
musyawarah ataupun kesepakatan bersama oleh kelompok tani.
Berdasarkan wawancara dengan ibu tuti selaku petugas
Penyuluh lapangan mengatakan bahwa:
Anggaran ataupun biaya dalam penyaluran bibit unggul
terhadap kelompok tani di tanggung oleh Dinas Pertanian
Daerah, kecuali biaya protokol ataupun biaya angkut barang
yang disalurkan ke Desa yang terpencil yang memiliki jarak
tempuh jauh dari kota maka biaya angkut barang tersebut di
bebankan kepada kelompok tani yang akan menerima bibit

tersebut.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19

Tahun 2013 Tentang Pembagian Bibit Unggul di Desa Marsada

Kecamatan Sipirok.

a.

Faktor Pengetahuan

Apapun pekerjaan dan segala aktivitas yang dilakukan, ilmu
dan pengetahuan adalah faktor utama untuk menunjang baik buruknya
suatu hal yang didapatkan.Dalam hal ini msyarakat Desa Marsada

Khusunya kepada Kelompok Tani dalam menjalankan pekerjaannya
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masih sangat membutuhkan pengetahuan seputar pekerjaan yang
dibidanginya (budidaya pertanian). Masyarakat Kelompok Tani Desa
Marsada Masih minim dalam pengetahuan tentang cara bertani yang
baik. Dilihat dari cara perawatan dan hasil yang didapatkan dari panen
tanaman masih belum dapat memperbaiki perekonomuian masyarakat.

Maka selain pendampingan dari Petugas Penyuluhan Dinas
Pertanian, masyarakat juga perlu menumbuhkan sikap keingintahuan
tentang pengetahuan cara bercocok tanam yang baik. Agar timbal
balik dari kedua belah pihak antara Dinas Pertanian dan Kelompok
Tani sama-sama menghasilkan tujuan yang baik yaitu agar masyarakat
lebih sejahtera. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ketua
kelompok tani dan PPL Pertanian bahwa:“Dari 13 Kepala Keluarga
yang ikut menerima bantuan tersebut hanya 4 (empat) Kepala
Keluarga yang benar-benar menanam dan membudidaya bibit
tersebut. Dan kemudian dari yang 4 (empat) tersebut pun tidak
menuai hasil sesuai dengan yang diharapkan”.*°

Tidak berjalannya program ini, sesuai dengan wawancara yang

peneliti lakukan dengan salah satu Kelompok Tani yaitu bapak Judin,

mengatakan bahwa: “selain modal untuk membuka lahan usaha yang

““Wawancara dengan bapak Sahattu dan Bapak Fahmi Siregar selaku ketua Kelompok
Tani dan Staf Penyuluhan Pertanian dari Desa Marsada tentang jumlah pelaku usaha bercocok
tanam yang membudidayakan bibit dari bantuan Dinas Pertanian.
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kurang, juga mereka kurang cakap dalam budidaya bibit yang
diberikan pemerintah tersebut”.**

Kemudian setelah saya melakukan wawancara dengan bapak
Sarman sebagai salah satu anggota Kelompok Tani, dia mengatakan
bahwa: “Saya baru berumah tangga, dan sebelumnya saya belum
pernah berkebun atau bercocok tanam**Sedangkan untuk membibit
saja dia tidak pandai apalagi untuk menanam dan membudidayakan
tanaman tersebut. Alasan itulah yang menjadi faktor utama Sebagian
besar Kelompok Tani tidak mau bercocok tanam.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk mengetahui
sejauh mana mind set seseorang itu untuk mendapatkan fasilitas dan
segala bentuk pendapatan hidup yang lebih layak. Pendidikan yang
minim oleh warga Desa Marsada mengakibatkan hasil yang minim
juga untuk berusaha hidup ditingkat taraf yang jauh labih baik dari
kata hidup sederhana.Orang yang hanya melalui pendidikan dalam
satu tahap saja belum cukup untuk memiliki jiwa-jiwa semangat

bekerja keras.

*\Wawancara dengan bapak Judin sebagai salah satu anggota Kelompok Tani Desa Marsada
Dusun Huraba.
*Wawancara dengan bapak Sarman sebagai salah satu anggota Kelompok Tani Desa
Marsada Dusun Huraba tentang minta usaha bercocok tanam.
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Berdasarkan wawancara dengan bapak Fahmi Petugas staf
pegawai Pertanian mengatakan:*?

Pendidikan warga dari para orang tua di Desa Marsada sangat
minim, rata-rata mereka adalah orang-orang yang di jaman
mereka menganggap bahwa Sekolah Dasar pun adalah sudah
tingkat pendidikan yang sangat bagus pada masa itu. Nah jadi
mereka hanya mengetahui sebatas apa yang mereka lakukan
dari jaman orang-orang sebelum mereka, dan mereka
menganggap pekerjaan itu adalah sudah menjadi hal yang
cukup bagi mereka. Mereka tidak ingin untuk mencari
perubahan yang lebih baik dalam bekerja.Artinya sifat
masyarakat masih monoton diakibatkan kurangnya pendidikan
dan sempitnya wawasan untuk berfikir lebih maju.

Nah dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat penting, bahwa
semakin tinggi pendidikan seseorang itu maka semakin sadar dan
peduli untuk pencapaian hidup yang lebih layak dan lebih baik
lagi.Tidak ada yang dapat merubah secara penuh kehidupan seseorang
kecuali dengan kesadaran dan rasa peduli dari setiap individu tersebut
terhadap dirinya dan kebutuhannya.

c. Faktor Lahan Pertanian
Lahan adalah tempat untuk melakukan suatu usaha baik berupa
bangunan ataupun lahan pertanian.Dalam bertani atau bercocok tanam
sangat memerlukan lahan sebagai tempat melakukan usaha.

Khususnya dalam bertani tanpa lahan para petani tidak akan bisa

membudidaya atau bercocok tanam, Di Desa Marsada hal yang sangat

*Wawancara dengan bapak Fahmi Siregar, selaku Staf Pegawai Penyuluhan Pertanian dari
Dinas Pertanian Kecamatan Sipirok.
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perlu diperhatikan untuk menunjang kesejahteraan petani dalam
bertani adalah problematika tentang lahan pertanian.

Diantara beberapa faktor yang menghambat kemajuan Desa
Marsada dalam bidang pertanian adalah kurangnya lahan pertanian
yang dimiliki oleh warga Desa Marsada. Ini menjadi sebuah
peemasalahan yang sangat perlu diperhatikan, bahwa bantuan,
perlindungan, dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian
untuk mewujudkan kesejahteraan para petani di Desa Marsada akan
terhambat karena kurangnya hubungan timbal balik yang baik dari
petani kepada Pemerintah Daerah.

Bapak Zul Khaidir selaku anggota Kelompok Tani mengatakan
bahwa: “Saya bukan tidak mau menerima bantuan bibit yang
diberikan pemerintah, tetapi saya tidak mempunyai lahan untuk itu.
Seperti bibit Padi, saya tidak mempunyai sawah lalu bagaimana saya
menanam itu nantinya”.**Dalam hal ini jelas bahwa tujuan antara
Pemerintah Dinas Pertanian dengan para Petani tidak akan sejalan jika
faktor utama yang sangat penting tidak terpenuhi.

Ketua Kelompok Tani Desa Marsada tepatnya di Dusun
Huraba mengatakan bahwa rata-rata dari warga Desa Marsada hanya

memiliki lahan untuk bersawah saja, karena sebagian besar hanya

*Wawancara dengan bapak Zul Khaidir selaku anggota Kelompot Tani Desa Masada
tentang lahan pertanian yang dilimiliki warga Desa Marsada.
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memiliki sawah, dan terkadang bibit yang diberikan Pemerintah itu
berupa tanaman perkebunan seperti manggis, kedelai dan lain-lain. Ini
menjadi salah satu permasalahan yang memprihatinkan bagi
masyarakat Desa Marsada.

Jelas dalam hal ini bahwa selain minat dan pelaksanaan
peraturan dari warga yang minim, namun juga ada beberapa peraturan
yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Dinas Pertanian
tentang peraturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang
terdapat dalam pasal 59 Undang-undang No. 19 Tahun 2013 yang
menjelaskan bahwa: “kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan
pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (3) huruf a
diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan,
atau izin pemanfaatan » 4

Dalam hal ini peraturan tersebut menggambarkan bahwa
implementasi dari peraturan tersebut dalam hal memberikan akses dan
kemudahan bertani dalam menyediakan lahan pertanian dalam bentuk
sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan dan sebagainya itu belum
terealisasi.Terlihat dari fasilitas yang didapatkan oleh petani yang
merasa sulit ataupun kesusahan dalam mengolah atau mmbudidayakan

bibit pertanian karena kurangnya lahan pertanian ataupun fasilitas.

Maka dari Pemerintah Daerah Dinas Pertanian itu sendiri perlu

“Spasal 59 UU No. 19 Tahun 2013.
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menganalisis dan mempelajari kembali terkait peraturan ataupun
pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2013

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut.
3. Tinjauan Figih Siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19
Tahun 2013 tentang bibit unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok.

Salah satu aspek dalam hukum islam yang membahas tentang
pengaturan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara adalah
Figih Siyasah. Figih Siyas terbentuk karena bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan bagi manusia. Tinjauan Figih Siyasah terhadap Pelaksanaan
Pasal 89 UU No. 19 Tahun 2013 tentang bibit unggul di Desa Marsada
dapat dilihat dari sisi Siyasah DusturiyahDalam kaidah Figih Siyasah
dijelaskan:

aliadl Lt e 50 Jle o a5

Artinya: “kebijakan seorang imam/pemerintah harus berdasarkan
kemashlahatan”.

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa setiap
pelaksanaanpemerintahan dan kebijaksanaan dalam hubungan dengan
rakyat, serta setiap kebijakan dan tindakan harus menyangkut dan
mengenai hak-hak rakyat dan mengutamakan kemashlahatan rakyat sebab

sesungguhnya kepemimpinan diberikan kepadanya untukmenjaga
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kehormatan, menjamin kehidupan dan mendatangkan kemashlahatan yang
baik serta menolak segala sesuatu yang merusak kemashlahatan.*°

Seperti yang terjadi pada kisah di masa Rasulullah SAW, dengan
seorang yang memiliki buah pohon kurma yang lebat di samping
rumahnya.Akan tetapi dia memiliki sifat yang pelit. Saat musim panen
tangkai buah pohon kurma tersebut sampai ke rumah tetangganya yang
miskin dan memiliki anak yang banyak.Akan tetapi orang kaya tersebut
masih tega mengambil buah kurma yang jatuh di halam rumah tetangganya
tersebut.

Dengan kejadian tersebut, si miskin mengadukan kejadian tersebut
kepada Rasulullah SAW, yang menyanggupi untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut.Kemudiian Rasululullah mendatangi si kaya dan
bermaksud untuk meminta pohon kurma tersebut. “ya Fulan, pohon kurma
mu yang tangkai buahnya menjalur ke tetanggamu tidak punya itu,
berikanlah kepadaku. Sebagai imbalannya kelak di surga engaku akan
mendapatkan pohon kurma kata Rasulullah”.

Kemudian pembicaraan tersebut didengar oleh orang kaya yang
dermawan, lalu ia datang menjumpai Rasulullah dengan bermaksud untuk
menyampaikan niatnya yaitu, : Wahai Rasulullah, apakah tawaran itu

berlaku untukku juga, sekiranya pohon kurma yang tangkai buahnya

*®Ahmad Rifai, “Implikasi Kaidah Fikih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat
Di Indonesia, Al- Mashlahah”, Dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, hal. 298.
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menjalur ke tetangganya itu menjadi milikmu? Kata dermawan
itu”. Kemudian Rasulullah menjawab, ya tawaran ini berlaku juga untuk
mu. “Aku ingin pohon kurma itu ditukarkan dengan 40 pohon kurma lain
yang lebat buahnya kata pemilik pohon itu”.

Kamu meminta sesuatu diluar kewajaran, namun aku akan
memenuhi permintaan mu. Datangkan saksi dan aku akan menukarkan
pohon kurma mu itu dengan empat puluh pohon kyurma milikku. Setelah
transaksi itu terjadi kemudian Rasulullah menjumpai si miskin
danmengatakan; “Ambillah pohon kurma itu untukmu beserta keluargamu,

kata Rasulullah”.*’ Dari kisah tersebut turunlah surat Al-Lail, Ayat 5-11.

u.qLo\_, LS,)-‘-“.-.M gWiery Mh 3.».4} @J\jgks\wulﬁ
LAA\_IQL;}&.ILAJ &).uzﬂ ,,,,, oyt u_u.n;“_m_us) ‘;xm\)d;.'
GJ}\J\ ‘U

Artinya:

Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertagwa,
dan membenarkan adanya pahal yang terbaik (surga), maka akan kami
mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan), dan adapun
orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan
Allah), serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan
baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan) dan hartanya tidak
bermanfaat baginya apabila telah binasa.*®

Siyasah Dusturiyah adalah hukum yang mengkaji tentang peraturan

perundang-undangan Negara sesuai dengan kemaslahatan dan syariat.Maka

T Abdullah Al- Qari B. Salleh, Rahsia dan khasiat Air Zam-Zam, Buah Zaitun, Buah Tamar
(Kurma), Kuala Lumpur Al- Hidayah), him. 65.
*® Surat Al- Lail Ayat 5-11.
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peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang telah dibentuk oleh
pemerintah ataupun penguasa haruslah dipatuhi.Di dalam peraturan
perundang-undan itu terdapat imamahdan rakyat, yaitu imamah adalah
seorang pemimpin yang memerintahkan rakyatnya untuk menjalankan
peraturan.

Begitupun sebaliknya rakyat bertindak sebagai pelaksana peraturan
yang dibentuk oleh pemerintah atau berdasarkan hukum yang dibentuk.
Antara imamdan rakyat satu sama lain mempunyai hak dan kewajiban
dalam menjalan peraturan tersebut. Pemimpin mempunyai kewajiban
terhadap hukum atau peraturan itu juga terhadap masyarakat.Sebaliknya
juga masyarakat mempuyai hak dan kewajiban terhadap peraturan tersebut
dan pemimpin (pemerintah).

Permasalahan dalam Figh Siyasah Dusturiyah yaitu hubungan
antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta
kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Figh Siyasah
hanya dibatasi dengan cakupan pembahasan tentang perundang-undangan
saja yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan
prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia
serta memenuhi kebutuhannya.

Maka prinsip-prinsip dari suatu bangsa yaitu adat kebiasaan yang
dilaksanakan tidak terlepas dari Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan

suatu aturan hidup yang tertulis, namun juga adat kebiasaan peraturan



62

yang berdasarkan prinsip syariat islam yaitu yang berdasarkan Al-Qur’an
dan Hadits yang merupakan peraturan tidak tertulis yang biasa disebut
dengan istilah konvensi.

Hal ini merupakan Kriteria yang sangat penting dalam suatu negara
berlandaskan syariat Islam dan Undang-undang.Selain itu pemegang
kekuasaan harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang adil dan
bijaksana.Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak
dapat dipisahkan dalam menetapkan Figh Siyasah, keduanya harus di
wujudkan demi pemeliharaan martabat manusia.

Ditinjau dari Figih Siyasah dalam mengatasi permasalahan
pembagian bibit unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok oleh Dinas
Pertanian sudah melakukan Penyuluhan dan pendampingan juga sosialisa
terhadap Kelompok Tani Desa Marsada. Namun dikarenakan kurangnya
pemndampingan yang optimal dan sosialisasi yang terbatas begitu juga
dengan warga Desa Marsada yang kurang giat secara pengetahuan dan rasa
kepedulian yang minim dalam menanggapi Bantuan Pemerintah maka
peraturan pemerintah tentang perlindungan petani dalam pasal 89 UU No.
19 Tahun 2013 tentang pembagian bibit unggul tidak terlaksana dengan
maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu mensejahterakan

rakyat.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian diatas, disimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Pertanian dalam pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 belum
terlaksana secara maksimal, dapat dilihat dari beberapa masyarakat
kelompok tani yang tidak menerima dan tidak membudidaya bibit yang
diberikan oleh Pemerintah Dinas Pertanian tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi berjalannya program kerja Dinas Pertanian
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah faktor
Pengetahuan, Faktor Pendidikan, dan Faktor luas Lahan Pertanian

3. Tinjauan Figih Siyasah tentang peran Dinas Pertanian terhadap
Kelompok Tani terkait pembagian bibit unggul di Desa Marsada
Kecamatan Sipirok belum terlaksana secara maksimal. Disebabkan
karena kebijakan seorang imam (pemimpin) Pemerintah Dinas Pertanian
belum berdasarkan kemashlahatan. Disebabkan hak-hak rakyat,
kehormatan dan tujuan untuk menjamin kehidupan kelompok tani
tersebut belum mendatangkan kemaslahatan, setengah dari kelompok

tani merasa bahwa haknya belum terpenuhi.
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B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti ambil dari penelitian ini agar menjadi lebih

baik kedepannya adalah:

1. Pemerintah Dinas Pertanian agar lebih serius dalam m,enanggapi
permasalahan dan kendala Kelompok Tani agar pelaksanaan dari Program
Dinas pertanian dalam menunjang kesejahteraan Petani yang lebih baik
dapat terlaksana, terutama dalam melakukan pemantaun, pemicuan dan
pendampingan terhadap kerja Kelompok Tani.

2. Kelompok Tani lebih aktif lagi dalam budidaya bibit yang diberikan Dinas
Pertanian dan lebih serius menjalankan Program pertanian dan juga
mempergunakan alat yang diberikan oleh Dinas Pertanian sebaik mungkin
agar pertanian yang diharapkan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat
khususnya Kelompok Tani Desa Marsada untuk mencapai cita-cita bangsa
Indonesia yaitu mensejahterkan seluruh masyarakat.

3. Kepala Desa Marsada dalam mendata masyarakat dan mengajukan
permohonan untuk bantuan bibit yang akan diberikan kepada Kelompok
Tani lebih serius terhadap masyarakat yang lebih sesuai menerima bantuan
dari Dinas Pertanian.

4. Pemerintah lebih jeli lagi terhadap peraturan yang ada terkait UU No. 19
Tahun 2013 tersebut, mempelajarti pasal-pasal yang tercantum dan

melaksanakan implementasi peraturan yang ada dengan semstinya demi
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mencapai tujuan pemerintah dalam hal melaksanakan perlindungan dan
mensejahterkan masyarakat dengan lebih baik lagi.
5. kepada peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitiannya terkait

permasalahan yang sama.
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" |pertanian. : =l

1es=bga|u'1 ..uta. N T ol

-118. sebag lun usaha pen"c-lo! an hasul pertanm n.

20: sebagal unr! usaha s=mn° dan p'ae=r=na produksi pertanian. --——

21. sebaga': unit pemasaran hasil prcdu. si pertanian

it usaha pengelolaan keuangan mikro atau permodalan setta jz

‘-segala sestaty dalam ari ketz seluas-luasnya, oo eomeeeeeee cec

---Untu men"ﬂpal m=ksud dm !u'mn ter°°b ut, maka perkumpulan beruszha

a: melala.anﬂkan satu kesa!uan unit prcduks: untuk memenuhi kebutuhan p

](k-.'/amas, kwan!i’tas dan harga). - T

|b. menyediakan s2protan serta meny’*lurkan kep,d_ para petani melalui —

| kelompoknya. -

|c. menyediakan model ussha dan menyalurkan serta ket atay pinjeran -

Ikepadu petani yang memerlukan

CH melzkukan proses Pengelolaan produk para anggota sehingge dapat -~

|membangkitkan nilai tambah. -weeeeee. i et



¢. Bendahara

]

AT

—s

Bertugas antara lain
*

- lv‘e"le"hala balan b ba'a'ak amina
g Uktl keuangan J /
scgah “a"sak$| Valig bclhubunﬂa" de"iﬂ ) aNgan.

I

Membuat laporan g
keuangan yang dilaporkan Wda laporan tahunan/dalam rapat anggota

Menerima dan men 2 D
i catat aliran dana masuk d?n keluar kelompok dan melaparkan kepada seluruh

vl

Seksl Usaha dan Pemasaran )
Bertanggu o
BBUNE Jawab atas pelaksaan Usaha Kelmpok, balk dalam bidang produks', -

enge
pengembangan usaha dan mengkoordlnaﬂkan p}masaran hasil serta mencari peluang pasar yang
menguntungkan. . R

Seksi Humas { B

Mencari berbagai informasi, teknologi dan me}‘;%lin hubungan dengan kelemb2gaan lain, untuk
menambah pengetahuan anggota kelompok séna, '{r%'éngajukan kelompok.
N S

SIMPANAN dan SA%I ANGGOTA
Pasal Y

Simpanan pokok, Simpanan Wajib dan Slmpana_n Sg"karela, maupun iuran-iuran anggota dicatat dalam

buku simpanan anggota.

1.

-

Simpanan Pokok sebesar 11 J—— - éetiapianggota, dibayar sekali pada saat masuk menjadi
anggota kelompok. ks

/ Bulanharus disetor setiap anggota dapat dibayar setiap

simpanan wajib sebesar RP. cuwuss o

bulan atau sekaligus RP. e - dalam setahun, yang akan digunakan untuk modal usaha
kelompok.

Sanksi hagi anggota yang tidak hadir pada kerja kelompok dikenakan hiaya RD. oy -

simpanan Sukarela tidak ditentukan besarnya dan setiap saat dapat diterima dan diambil sesuai

perjanjian.

Simpanan pokok dan Simpanan Wajih tidak dapat diamhil apabila anggota yang bersangkutan

mengundurkan diri atau keluar dari status keanggotaan kelompok.

Apabil dalam 4 kall pertemuan tidak hadir akan dlkeltﬁrkan



SISA HASIL USAHA
Pasal 11

1. Sisa hasil usaha Kelompok ad

dengan biaya-biay e alah merupakan pendapatan kelompok dalam satu tahun buku dikurangi

eluarkan dan modal usaha,
2. Setelah dilakuka
N perhitungan dan pemeriksaan, sisa hasil usaha kelompok dapat digunakan untuk :

a. 40 % untuk kas kelompok (menambah modal kelompok)

b. 60% untuk anggota ,

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12
1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan dengan rapat anggota yang dihadiri
oleh 2/3 dari jumlah nanggota.

2. Bila terjadi perubahan Anggaran Dasar, agar disampalkan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya
1 minggu setelah perubahan.

ATURAN TAMBAHAN
Pasal 13

Apabila ada keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam rapat anggota, maka dapat dimasukkan
sebgai aturan tambahan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota kelompok.

PENUTUP
Pasal 14,

1. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran dasar inl, mulai berlaku sejak ditetapkan.

2. Hal-hal yang lebih Operasional; akan diatur dalam Anggaran rumah Tangga Kelompok.



